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ABSTRAK

Hukum pidana Indonesla pada dasarmya menganut “asas kesalahan” sebagai asas yang
fundamental dalam mempertanggungiawabkan seseorang yang melakukan perbuatan
pldana. Nemun, dalam perjalanan sejarah, dengan berkembangnya iimu pengetahuan dan
teknologi, yang berdampak puia pada perkemnbangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan
tidak lagi dapat digunakan sebagaf satu-saturiya asas dalam pertanggungiawaban pidana,
Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, diperiukan reformasi terhadap sistem
pertanggunglawaban pidana. Berkaitan dengar reformasi ini, ada ompat tolok ukur untuk
menﬂafapa}mhmfamnwmmﬂaapkendmmdammgmmnmnm

pldana naslonal. Keempat tojok ukur tersebut adalah relevansi teoritis, ralavansi yuridis,

relevansi sosiofogls, dan relevansi filosofis.

Pendahuluan

Tiga masalah sentral dalam hukum pi-
dana adalah mengenal psrbuatan pidana,
pertanggungjawaban pidana, dan pamida-
naan. Perbuatan pidana berkaitan dengan
subjek atau pelaku delik, pertanggung-
lawaban pidana berkaitan dengan dasar
untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pi-
dana merupakan sankst yang dijatuhkan
kepada orang yang melakukan perbuatan
pidana dengan syarat orang tersebut dapat
dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan perfanggungjawaban
pidana, selama ini di Indonesia menganut
asas kesalahan. Artinya, untuk dapat me-
midana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-
unsur perbuatan pidana juga pada pelaku
harus ada unsur kesalahan. Inj adalah suatu
hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila
menjatuhkan pidana terhadap orang yang
tidak mempunyai kesalahan, Adapun kesa-
lahan tersebut dapat berupa kesengajaan

maupun kea'paan.

Namun kemajuan yang dicapai di bidang
iimyu dan teknologi temyata membawa pe-
ngaruh terhadap hukum pidana. Dengan ke-
majuan tersebut, balk langsung maupun
tidak langsung bemengaruh terhadap per-
kembangan kejahatan sehingga memunecul-
kan kejahatan yang bardimensi baru. Ke-
majuan di bidang industri misalnya, menim-
bulkan polusi yang melahirkan kejahatan
terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Kemajuan di bidang ekonomi dan perda-
gangan melahirkan kejahatan penyelun-
dupan, penghindaran pajak, penipuan terha-
dap konsumen, persaingan curang, peng-
gunaan dan pengedaran obat-obat terlarang,
dan lain sebagainya. Sebagian besar dari
kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan olgh
korporasi.

Perkembangan kejahatan yang sema-
kin kompleks tersebut menuntut peninjauan
kembali Kdasifikas! kejahatan, Ditinjau dari
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sifat perouatannya, kejahatan lalu berkem-
bang menjadi dua, yaitu kejahatan menurut
hukum (mala in se) dan kejahatan menurut
undang-undang (mala prohibita). Dasar
pemikiran pengklasifikagian kejahatan
dalam mala in se dan maia prohibita edalah
sifattorcela perbuatan secara moral dan sifat
melanggar hukum perbuatan. Kejahatan
yang termasuk kelompok mala in se adalah
perbuatan yang tercela secara moral (me-
langgar kaidah moral) dan sekaligus me-
langgar hukum. Sedangkaj kejahatan yang
termasuk maia prohibfta adalah parbuatan
yang dinyatakan melanggar hukum oleh
undang-undang. Biasanya kejahatan fu ber-
kaitan dengan pelanggaran suatu undang-
undang yang menyangkut kepentingan
umum {regulatory offences atau public wal-
fare offences). Misalnya yang berkaitan
dengan lalu lintas, minuman keras, cbat-
obat terlarang, perlindungan konsumen, per-
lindungan lingkungan hidup, dan seba-
gainya.

Munculnya kejahatan bentuk baru inilah
yang menimbulkan masalah dalam hukum
pidana khususnya di bidang pertanggung-
|awaban pidana. Apabila yang dianut asas
kesalahan, pembuktian unsur kesalahan itu
kadang-kadang tidak mudah, apalagi ter-
hadep kejahatan yang berdimensi baru
terssbut. Akibatnya, tidak jarang pelaku di-
lepaskan hanya karana aparat penegal hu-
kum tidak dapat membuktikan unsur ke-
salahan itu.

Menghadapi permasalahan tersebut,
timbul pemikiran untuk melakukan pemba-
haruan atau reformasi di bidang pertang-
gungjawaban pidana. Reformasi yang di-
maksud adelah, adanya pengakuan suatu
pengecualian atau penyimpangan di dalam
asas kesalahan. Pengecualian tersebut me-
rupakan pergeseran dari asas kesalahan ke
asas ketiadaan kesalahan, yang dalam
perkembangannya mewujudkan diri ke

dalam berbagai bentuk atau mode] sistem
pertanggungjewaban pidana, seperti per-
tanggungjawaban pidana mutlak, pertang-
gungiawaban pidana pesgganti, dan pertang-
gungiawaban pidana korporasi.

Datam konteks hukum pidana Indone-
sia di masa yang akan datang, sampai se-
jauhmana perkembangan sistem pertang-
gungjawaban pidana itu perlu untuk diintro-
dusir sehingga menunjukkan arti pentingnya
raformasi di bidang pertanggunpjawaban pi-
dana. Apakah pijakan teori atau relevansi-
nya yang dapat dijadikan elasan pembenar
perkembangan pranata sistem pertanggung-
jawaban pidana tersebut untuk diterapkan
di Indonesia? Kedua partanyaan pokok itu-
lah yang akan dibahas dalam makalah ini.

Konsep Pertanggungjawahan Pldana

Dalam hulkum pidana konsep Hability
atau “pertanggungjawaban” itu merupakan
konsep sentral yang dikenal dengan ajaran
kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran ke-
salahan ini dikena! dengan sebutan mens
rea. Dokirin mens reaitu ditandaskan pada
maxim actus non facit reum nisl mens sit
rea, yang berarti “suatu perbuatan tidak
me! seseorang bersalah kecuali
jika pikiran orang itu jahat™. Dalam bahasa
Inggris dokirin tersebut dirumuskan dengan
an act does not make a person guilly, un-
less the mind Is legally blameworthy. Ber-
dasarkan ases itu, ada dua syarat yang harus
dipenuhi untuk dapat memidana sesecrang,

yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang

(actus reus), dan ada sikap batin jahatfter-
cela (mensrea).

Pertanggunglaweban pidana dapat di-
katakan sebagai sesuatu yang berkaitan de-
ngan keadaan-keadaan mental tersangka.
Hubungan antara keadaan mental llu dengan
perbuatan yang dilakukan adalah sederni-
kian rupa sehingga orang itu dicela karena-
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nya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu
berhubungan dengan kesalahan, baik dalam
bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
Dokirin mens rea secara klasik diartkan
seliap perkara pelanggaran hukum yang
dilakukan disebabkan pada diri orang itu
sudah melekat sikap batin jahat fevif wil)).
Oleh karenanya perbuatan tersebut diang-
gap merupakan dosa. Lord Denning, seorang
hakim terkemuka di Inggris memberikan
komentar atas dokirin mens readengan me-
ngatakan “in order that act should be pun-
Ishable it must be morally blame-worthy. It

must be a sin”. Sedangkan Jerome Hall

mengatakan, mens rea adalah ‘voluntary
doing of morally wrong act lorbiddin by pe-
nellaw".

Dari kedua pendapat tersebut terdapat
perbedaan mendasar dalam memberikan arti
dokirin maens rea, Pendapat tersebut meru-
pakan pandangan terbaru terhadap doktrin
itu yang berbeda dengan pandangan secara
klasilk. Pendapat Lord Denning masih meni-
tikberatkan asas kesalahan pada pelaku
kejahatan yang hakekatnya sama dengan
pandangan klasik. Sedangkan Jerome Hall
secara tegas menitikberatkan pada per-
buatan yang secara moral yang oleh undang-
undang perbuetan tersahut dilarang. Dalam
kaitan dengan pendapat Jerome Hall terse-
but dapat dikatakan bahwa jika perbuatan
tersebut secara moral salah dan tidak di-
larang oleh undang-undang, maka perbuatan
tersebut tidak mengandung unsur kesatahan
dan karenanya tidak dapat dipidana. Begitu
pula sebaliknya, Jika sekalipun perbuatan
terssbut dilarang oleh undang-undang, akan
tetapi secara moral dianggap tidak bersalah,

perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.?

Doktrin mens rea kiasik dan pendapat
Lord Denning harus diartikan bahwa suatu
perbuatan merupakan perbuatan pldana,
pertama-tama dan terutama harus dilthat
apakah perbuatan tersshut secara moral
salah, terlepas dari apakah perbuatan itu
dilarang oleh undang-undang atau tidak.
Dalam kenyataan tampaknya doktrin mens
reaklasik dan pendapat Lord Denning masih
sangat berpengaruh dibandingkan dengan
pendapat Jeroma Hall. Penafsiran terhadap
hukum sepenuhnya terietak pada luas
sompitnya penafsiran tentang (a) apakah
perbuatan tersebut benar telah dilakukan
tersangia; dan (b} apakah tersangka dapat
dipsrtanggungiawabkan secara moral,

Unsur demikian itu oleh hukum diharus-
kan ada dalam pikiran sessorang untuk da-
pat mengatakan bahwa ia telah melakukan
perbuaten pidana sehingga akan terjamin
bahwa tidak seorangpun akan dipidana
tanpa adanya syarat utama yang disebut
moral cuipablifty. Penyebabnya adalah me-
mang yang dimaksudkan hanya memidana
mereka yang dengan sengaja telah melaku-
kan perbuatan-perbuatan yang menurut
moral salah dan menurut undang-undang
Juga terlarang.

Dari uraian tersebut di atas, menurut he-
mat penulis, asas kesalghan merupakan
asas yang sangat fundameantal dalam hu-
kum pidana. Adalah tidak adil apabila men-
jatuhkan pidana kepada seseorang yang
melanggar ketentuan pidana, sebanamya
orang itu tidak mempunyai kesalahan. Per-
nyataan itu juga pemah dikemukakan oleh
Peter Gillies. Dikatakan olehnya bahwa “the

‘Roaslan Salsh. 1882. Pikiran-plidran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia

Indonssia. hint 23.

?Romli Atmasasmita. 1889. Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana. Cotakan Pertama,
Jakarta: Yayasan Lambaga Bantuan Hulwm, him. 52.
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policy basis for requiring a guilty mind is
simpls, It would be unjust to punish a per-
son for conduct unaccompanied by gulity
mind, for in effect peopie would on ocecations
ba punished for simple inagvartence”?

Pemyataan Gillies tersebut didukung
oleh Jay A Sigler, yang menyatakan betapa
penting asas kesalahan itu. Dikatakan
olehnya bahwa “mens rea is one of the most
important elemaents of crims. This is the
subject condition that must accompany an
ac! (actus reus). A general mens reals a
wiliing, consclous decision to do a prohib-
fted act™*

Kesalahan adalah keadaan [iwa orang
yang melakukan perbuatan itu dan hu-
bungannya dengan perbuatan yang dilaku-
kan itu sedemikian rupa sehingga orang itu
dapat dicela melekukan perbuatan tersebut.
Bilamana pembuat memang mempunyai
kesalahan datam melakukan tindak pidana
itus, ia tertu akan dijatuni pidana. Akan tetapi,
manakala la tidak mempunyai kesalahan,
walaupun ia telah melakukan perbuatan
yang dilarang dan perbuatan tersebut dian-
cam dengan pidana, ia tentu tidak dijatuhi
pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan
dengan demikian merupakan asas funda-
mental dalam mempartanggungjawabkan
pembuat delik karena telah melakukan per-
buatan pidana. Asas itu juga merupakan da-
sar dijatuhkannya pidana kepada pembuat
dalik.®

Jadi doktrin mens rea itu disebut se-
bagai dasar dari hukurn pidana. Dalamn prak-
tik bahkan ditambahkan orang bahwa per-
tanggunglawaban pidana menjadi lenyap

jika ada salah satu dari keadaan-keadaan
atau kondisi-kondisi yang memaafkan ih.®
Menurut hemat penulis, itulah yang meny-
pakan alasan mendasar bagi negara-negara
di dunia untuk mensyaratkan adanya kesa-
lahan di dalam menjatuhkan pidana kepada
pelaku yang melanggar ketentuan hukum
pidana.

Hukum pidana Indonesia pada dasar-
nya juga menganut asas kesalahan. Keten-
tuan mengendi hal ini bisa dilihat di berbagai
ketentuan undang-undang, seperti undang-
undang No.14 tahun 1870 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Keha-
kiman, Undang-undang No.8 tahun 1981
tenteng Kitab Undang-untiang Hukum Acara
Pidana (KUHAP}, dan Kiteb Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Undang-undang tentang Po-
kok-pokok Kekuasaan Kehakiman, masatah
kesalahan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2)
dan Pasal 8 yang bunyi lengkapnya adalah
sehagal berikut.

Pasal 6 ayat (2): Tiada seorang juapun
dapat dijatuhi pldana, kecuali apablla penga-
dilan, karena alat pembuktian yang sah me-
nurut undang-undang mendajpat keyakinan
bahwa seorang yang dianggap bertlanggung
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang
dituduhken atas dirinya.

Pasal 8: Seflap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau diha-
dapkan di depan pengaciian, wajib dianggap
tidak bersalah sebelum adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.

sPeter Gillies. 1990. Criminal Law. Sidney: The Law Book Comparty. him. 43.
sJay A Sigler. 1881. Understanding Criminal Law. Canada: Litle Brown & Company. him.

56

Tahun 1991/1882.
SAoaslan Saleh. op.cit him. 21,

. tDapartemen Kehakiman Rl. Penjslasan Naskah Rancangan KUHP (Baru) Buku 1 dan I
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Sementara itu Kitab Ungang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang me-
ngatur mengenai masalah itu terdapat di da-
lam Pasal 197 ayat (1) huruf h yang berburnyi:

Pemyataan kesalahan terdakwa, per-
nyataan telah tempenuhinya semua unsur
dalarn rumusan tindak pidana disertai de-
ngan kualifikasi dan pemidanaan atau tin-
dakan yang dijatuhkan,

Untuk hukum pidana meterial, yaknj Ki-
tab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
dengen mencermati pasal-pasal yang ada
didalamnya, walaupun tidak disebutkan
secara eksplisit, rumusan pasal-pasalnya
mengindikasikan dianutnya asas kesalahan.
Pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP
patia dasarnya masih mensyaratian adanya
unsur kesalahan baik dalam bantuk kese-
ngajaan maupun kealpaan. Di samping itu
juga dikenal di kalangan hukum pidana,
suatu asas tidak tertulis yang berbunyi geen
straft zonder schuld yang artinya “tiada
pidanatanpa kesalahan®,

Bukti-bukti yang terdapat dalam keten-
tuan undang-undang tersebut di atas sudah
dianggap cukup untuk menegaskan bahwa
hukum pidana Indonesia menganut asas
kesalahan dalam menerapkan pertanggung-
jawaban pidana kepada pelaku yang me-
langgar ketentuan hukum pidana, Datam hal
itu Moeljatno” menyatakan, orang tidak
mungkin dipertanggungjawabkan {dijatuhi
pidana) kalau dia tidak melalukan perbuatan
pidana, Akan tetapi, meskipun melakukan
perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat
dipidana.

Jadi, dipidana atau tidaxnya orang yang
malakukan perbuatan pidana bergantung
pada scal apakah dia dalam meiakukan per-
buatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.
Apabila orang yang melakukan perbuatan
pidana ttu memang mempunyei kesalahan,
maka tentu dia akan dipidana, Akan tetapi,
manakaia dia tidak mempunyai kesalahan,
walaupun dia telah melakukan perbuatan
yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak
dipidana. Asas fidak tertulis: “tidak dipidana
jika tidak ada kesalahan® merupakan dasar
dari dapat dipidananya si pembuat™

Dongan menganut asas kesalahan di
dalam manjatuhkan pidana kepada pelaku
dellk, Mosljatno yang diikuti juga oleh Roes-
lan Saleh, memisahkan antara perbuatan
pidana dangan pertanggungjawaban pidana
yang dikenal dengan ajaran dualisme,
Ajaran itu memandang bahwa untuk men-
jatuhi pidana, ada dua tahap yang perlu di-
lakukan. Pertama, hakim harus menanya-
kan: "apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
undang-undang dengan disertal ancaman
pidana bagi barangsiapa yang melanggar
aturan itu?; kedua, apabila yang pertama di
atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa
memang terdakwa telah melakukan per-
buatan yang dilarang oleh suatu aturan un-
dang-undang, ditanyakan [ebih lanjut, apa-
kah terdakwa tersebut dapat dipertanggung-
jawabkan atautidak mengenai perbuatannya
tu?® Jadi antara perbuatan (actus reus) de-
ngan sikap batin terdakwa (mens rea) harus
ada hubungan. Dengan kata lain, tindakan
pelaku didasarkan atas sikap batinnya.
Sikap batin itu dapat berupa kesengejaan
ataupun kealpaan.

Moeljatno. 1084, Asas-asas Hukum Pldana. Jekarta: PT Bina Aksara. him. 155,
*Aoeslan Saleh. 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pldana: Dua Po-
ngertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru. him. 75,

*Ibid, him. 89.
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Dampak Perkembangan Soslal-modern
terhadap Pranata Slstem
Pertanggungjawaban Pidana

Perubahan sosial, pembangunan, dan
modemisasi saling berkaitan erat satu sama
lain. Dikatekan demikian, karena pemba-
ngunan dan modernisasi yang dijalankan
oleh suatu bangsa membawa serta perubah-
an sosial. Pembangunan dan modernigasi
adalah suatu kegiatan yang dilakukan de-
ngan sengaja untuk membawa masyarakat
kepada perubahan yang direncanakan atau
dikehendaki.*

Dengan demildan pembangunan meru-
pakan suatu proses yang dialami suatu
masyarakat untuk menuju kehidupan yang
lebih baik. Hal ini berarti bahwa pemba-
ngunan pada hakekatnya selalu dikaitkan
pada pandangan-pandangan positif dalam
rangka mewujudkan tujuan, yakni untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur
material dan spiritual berdasarkan Panca-
sﬁa.!i

Namun demikian, pembangunan dan
modemisasi juga membuka kemungkinan
yang berdampal negatif, seperti munculnya
masalah-masalah sosial dan bahkan men-
jurus ke arah kejahatan, Suatu hal yang tidak
dapat dielakkan dalam proses modemisasi
adalah perubahan fungsi yang dijalankan
dalam masyarakat, yakni terjadinya spesiali-
sasi melalul perubahan unit-unit khusus da-

lam menjalankan suatu kegiatan.'? Spesiali-
sasi di bidang pembangunan ekonomi yang
gitandal dengan proses industrialisasi dapat
diperhatikan dan dipahami melaluf terbentuk-
nya korporasi (badan usaha atau perusa-
haan) yang beroriantasi di bidang kegiatan
ekonomi dan perdagangan.

Mengingat kiprah dan peranan komoras
makin besar dalam pembangunan di bidang
ekonomt, maka walar apabila perhatian khu-
sus diarahkan untuk msningkatkan tanggung
jawab sosial korporasi dengan mengguna-
kan sarana hukum pidana. Ssbab, bentulc
bentuk pelanggaran hukum yang dilekikan
dalam aktivitas korporasi yang termasuk
public welfare offences telah menjadi
realites.'

Perhatian terhadap kejahatan korporasi
dimuat pula dalam laporan Kongres PBB ke
tujuh di Milan, bahwa kejahatan sehagai
produk sosial disebabkan cleh beraneka ra-
gam faktor. Faktor gkonomi merupakan fak-
tor yang memegang peranan utama. Di
nepara-negara sedang berkernbang program
pembangunan nasional sangat dirintangi
oleh meningkatnya bentuk-bentuk kejahatan
ekonomi seperti penggelapan, penipuan,
penyelundupan, penghindaran pajak, penya-
lahgunaan bantuan milik umum dan negara,
korupsi, penyuapan dan penyalahgunaan
kekuatan-kekuatan ekonomt oleh korporasi
baik nasional maupun transnasional.'¢

©Satjipto Rahardjo. 1883. Hukum dan Porubahan Soslal. Bandung: Alumni. him.183.
“Soerjono Soekanto. 1983. Beberapa Pormasalahan Hukum dalam Kerangia Pembs-

ngunen di Indonesia. Jakarta: Ul Press. him. 1.
1

*Satjipto Rahardje.1888. imu Hukum. Bandung: Alumni, him. 53.

13Hamzah Hetrik. 1996, Asas Pertanggungjawaban Korpors! dalam Hukum Pidana Indo-

nesia. Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers. him. 21.

Barda Nawawl Arief. 1990, “Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi
Kejahatan Ekonomi. Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidsna dalam menunjang
Kebljakan Ekonomi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. him. 2.
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Memperhatikan akibat negatif kejahatan
korporasi itu, wajar jika pusat perhatian
penegakan hukum ditujukan pada upaya pe-
nanggulangannya. Salah satu penang-
gulangan yang masih dipermasalahkan
adalah penggunaan sarana hukum pidana.
Permasalahan tersebut meliputi subjek
korporasi yang belum diakui dalam hukum
pidana. Dan kalaupun korporasi diakui se-
bagai pelaku delik, bagaimana sistem per-
tanggungjawabannya mengingat korporasi
bukaniah manusia yang mempunyai ke-
salahan, baik berupa kesengajaan maupun
kealpaan. Di samping permasalahan terse-
but, permasalahan dalam bentuk lain adalah,
pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran
yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi
sangat sulit dan kompleks.

Dengan perkembangan sosial modsm
itu pula muncul perbuatan-perbuatan mela-
wan hukum yang sifatnya ringan namun sa-
ngat membahayakan bagi masyarakat
umum (public welfare offences}. Kejahatan
dalam bentuk ini kadang-kadang tidak di-
sertai dengan niat jahat sebagaimana hainya
kejahatan-kejahatan lain seperti pembu-
nuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya.
Kgjahatan ini juga kadzangkala hanya berupa
pelanggaran peraturan yang berdampak
pada membahayakan masyarakat (reguia-
tory offences). Misalnya yang berkaitan
dengan minuman keras, penggunaan obat-
obat terlarang, pencemaran lingkungan,
perlindungan konsumen, dan sebagainya.

Untuk mengatasi perkembangan keja-
hatan yang ssmakin kompleks tersebut,
nampaknya hukum pidana klasik yang me-
nganut ases kesalahan sudah tidak mampu
lagi. Oleh karena itu, dalam hukum pidana
modem diperiukan suatu reformasi menge-
nai sistern pertanggungiawaban pidana yang
dianut selama ini. Hal ini merupakan per-
kembangan di dalam model/sistem pertang-
gungjawaban pidana yang kesernuanya

dalam ksrangka menanggulangi kejahatan
yang semakin kompleks dalam pensgakan
hukumnya,

Reformas) Sistem Pertanggungjawahan
Pidana: Dari Asas Kesalahan ke Asas
Ketiadaan Kesatahan

Sebagaimana telah diuraikan di atas,
pada dasarnya hukum pidana Indonesia
menganut asas kesalahan dalam memper-
tanggungjawabkan seseorang yang telah
melakukan perbuatan pidana. Namun, de-
ngan perkembangan masyarakat, baik
perkembangan di bidang teknologi, eko-
nomi, maupun dunia usaha, memaksa untuk
dilakukan pembaharuan di bidang hukum
pidana dengan mengakui behwa asas ke-
salahan bukan lagi satu-satunya asas yang
dapat dipakai. Datam hukum pidana modem,
pertanggungjawaban pidana juga dapat
dikenakan kepada seseorang, meskipun
orang itu tidak mempunyai kesalahan sama
sekali.

Alasan utama untuk menerapkan per-
langgungjawaban pidana tanpa kesalahan
ftu adalah demi perlindungan masyarakat
karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit
membuktikan adanya unsur kesalahan. Ada
tiga macam bentuk atau model sistem per-
tanggungjawaban pidana tanpa kesalahan,
yaitu pertanggungjawaban mutlak, pertang-
gunglawaban psngganti, dan pertanggung-
Jawaban korporasi.

Pertanggungjawaban Pldana Mutiak

Pertanggunglawaban mutiak adalah per-
tanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana
pembuat sudah dapat dipidana apabila ia
telah melakukan perbuatan pidana sebagai-
mana telah dirumuskan dalam undang-un-
dang, tanpa melihat bagaimana sikap batin-
nya. Asas ini diartikan dengan istilah fabi-
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ity without fauft. Hal itu berarti bahwa si
pembuat sudah dapat dipidana jika iatelah
melakukan perbuatan sebagaimana yang
telah dirumuskan dalam undang-undang
tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.
Jadi unsur pokok dalam strict fiabilify adalah
perbuatan (actus reus)sehingga yang harus
dibuktikan hanya actus reus, bukan mens
rea.

Penerapan strict lfability sangat erat
kaitannya dengan ketentuan tertentu dan
terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi
landasan penerapan strict liabllity, dapat
dikemukakan beberapa patokan antara lain:
{1) tidak berlaku umum terhadap semua
jenis perbuatan pidana, tetapi sangat ter-
batas dan tertentu terutama mengenai ke-
jahatan anti sosial atau yang membahaya-
kan sosial; (2) perbuatan itu banar-benar
bersifat melawan hukum (unfawful} yang
sangat bertentangan dengan kehati-hatian
yang diwajibkan hukum dan kepatutan; (3)
perbyatan tersebut dilarang dengan keras
oleh undang-undang karena dikategorikan
sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat
potensial mengandung bahaya kepada ke-
sohatan, keselamatan, dan moral publik (&
particular activity potential dangsr of public
heatth, safaty, or moral); (4) perbuatan tor-
gebut secara keseluruhan dilakukan dengan
cara tidak melakukan pencegahan yang
sangatwajar (unreasonable precausions).”

Dalam perspektif fus constituendum,
sistem pertanggungjawaban ini juga diru-
muskan datam Rancangan Konsep KUHP
(Baru), yang bunyinya sebagai berikut:
“Sebagai pengecualian dari asas kesalahan
undang-undang dapat menentukan bahwa

untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat
dipidana semata-mata karena telah dipenuhi-
nya unsur-unsur tindak pidana oteh per-
buatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh
kesalahan dalam melakukan tindak pidana
tersebut®.®

Untuk memahami lebih jauh latar bela-
kang dan alasan dicantumkannya gsas itu
ke dalam Rancangan Konsep KUHP (Baru),
dapat dilihat pada penjglasannya yang me-
nyatakan bahwa pasal ini merupakan suatu
perkecualian. Oleh karena itu, juga tidak bar-
laku bagi semua tindak pidana, melainkan
untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan
oleh undang-undang. Untuk tindak pidana
tertentu tersebut, pembuatnya sudah dapat
dipidana hanya kerena telah dipenuhinya un-
sur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya.
Di sini kesalahan pembuat dalam melaku-
kan perbuaten tersebut tidak lagi diperhati-
kan. Asas ini dalam sistem common law
dikenal dengan sebutan asas s¥ict liabil-

ﬂy}?

Pertanggungjawaban Pidana Penggenti

Pertanggungjawaban pidana pengganti
adalah pertanggungjawaban seseorang,
tanpa kesalahan pribadi, bertanggung Jawab
atas tindakan orang lain (& vicarious liabil-
ity Is one whera in one person, tough with-
out personal fault, is more liable for the con-
duct of another).

Doktrin ini pada mulanya diterapkan
dalam kasus-kasus perdata. Penerapan
doktrin tersebut berkembang dan pada
akhimya dicoba untuk diterapkan pada
kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin

“Yahya Harahap. 1997. Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Huiaem. Cetakan
Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakdl, him. 37-38.
t*Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1882; Revisi sampai dengan Maret 1983

v ibid.
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itu tenutama didukung oleh putusan-putusan
pengadilan yang kemudian diikuti cleh
pengadilan berikutnya yang pada dasarnya
menganut asas precedent. Perkembangan
yang pesat terjadi di negara-negara com-
mon /law, terutama di Inggris dan Amerika
Sarikat. Perkembangan di kedua negara
tersebut temyata juga diikuti oleh negara-
negara l[ain yang menganut sistem hukurmn
yang berbeda. Indonesia yang menganut
sistem civil law tidak terkecuali msndapat
pengarth doktrin tersebut. Walaupun Indo-
nesia tidak secara eksplisit mengantut dok-
trin tersebut, namun secara implisit dapat
ditafsirkan dari ketentuan perundang-un-
dangannya dan juga dalam praktek psne-
gakan hukumnya lewat putisen pengadilan.

Dalam perkara pidana, ada dua syarat
penting yang harus dipenuhi untuk dapat
menerapkan perbuatan pidana dengan per-
tanggunglawaban pengganti (vicarious fabfl-
Ry} ini. Syarat-syarat tersebut adalah: (1)
harus terdapat suatu hubungan pekerjaan,
seperti hubungan antara majikan dan pe-
gawai/pekerja (there must be relationship,
such as the employment relationship, be-
twesn X and Y which Is sufficient to justity
the imposition of vicarious liability), (2)
perbuatan pidana yang dilakukan oleh
pegawai atau pekarja tersebut harus
berkaitan atau masih dalam ruang lingkup
pekerjaannya. {the criminal conduct com-
mitted by Y must be referahle in some par-
tictilar way to reletionship between X and
y). e

Di samping dua syarat tersebut di atas,
terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi
dalam menerapkan vicarious ffabifity, yaitu
prinsip pendelegasian (the delegation prin-
¢iple) dan prinsip parbuatan buruh merupa-
kan perbuatan majikan (the servant’s actls
the master’s act in law)."®

Rancangan Konsep KUHP (Baru}) juga
menganut sistem pertanggungjawaban
pengganti ini yang rumusannya berbunyi
"Dalam ha!l-hal tertentu orang bertanggung
jawab atas perbuatan orang lain jika diten-
tukan cleh peraturan parundang-undangan”.

Untuk memahami lebih jauh latar be-
lakang dan alasan dicantumkannya asas
pertanggungiawaban pengganti ini ke dalam
konsep, dalam penjelasannya disebutkan
“Peraturan perundang-undangan ini telah
menstapkan bahwa hanya tindak pidana
yang dilakukan dengan kesalahan, dalam
paan dapat dipidana. Keadaan inilah yang
melahirkan asas tidak dipidana tanpa ke-
salahan. Namun, ada keadaan yang meng-
haruskan hitkum pidana mengadakan perke-
cualian terhadapnya sehingga asas ini tidak
berlaku murni. Keadaan tersebut berkaitan
dangan perkembangan dan kemajuan dalam
masyarakat, dalam ilmu pengetahuan,
teknologi, dan lain-lain. Lahimya penge-
cualtan ini dissbut sebagal suatu pengha-
lusan dan atay pendalaman oleh asas requ-
latif dari yuridis moral. Tanggung jawab se-
seorang dalam hal-hal tertentu dipandang
patut diperiuas sampal kepada tindakan
bawahannya yang melakukan pekerjaan

“Marcus Flatchar. 1880. A-Lave! Principls of English Law. 1st Edition. London: HLT Publi-

cation, 1880, him. 184,

'SPWD Redmond. 1979. General Principle of English Law. Fiith edition. London: Macdonald

and Evans. him, 232,

*[oparteman Kehakiman Rl. Penjelasan Maskah Rancangan KUHP (Baru) Buku ) dan il

Tahun 1991/1832,

34

JURNAL HUKUM NO. 11 VOL. 6 (] 1889



Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana

atau perbuatan untuk dia atau dalam batas-
batas perintahnya®@ -

Dalam hal demkian biasanya ia sama
sekali tidak melakukan perbuatan tersebut
melainkan bawahannya. Akan tetapi dalam
rangka tanggung jawab itulah dipandang ada
kesalahannya jika perbuatan tersebut me-
rupakan tindak pidana. Oleh karena keten-
tuan di atas merupakan perkecualian, maka
penggunaannya harus dibatasi sehingga
ketentuan ini fidak akan digunakan sewe-
nang-wenanyg. Hal tersebut mengakibatkan
bahwa tidak semua tindak pidana orang juga
bertanggung jawab atas perbuatan orang
lain, melainkan hanya untuk kejadian-ke-
jadian tertentu yang ditentukan secara khu-
stis olsh undang-undang. Ketentuan ini jelas
memberi sifat perkecualian.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi disebut sebagai legal person-
afity. Ini artinya korporasi dapat memiliki
harta kekayaan sebagaimana manusia dan
dapat menuntut dan dituntut dalam kasus
perdata. Pertanyaan yang muncul adalah,
apakah korporasi juga dapat dipertang-
gungjawabkan dalam hukum pidana?

Pada mulanya orang menolak untuk
mempertanggungjawabkan korporasi dalam
perkara pidana. Alasannya, korporasi tidak
mempunyai parasaan seperti manusia se-
hingga tidak mungkin ia melakukan kesa-
lahan, Di samping itu pidana penjara tidak
mungkin diterapkan terhadap korporasi.
Namun mengingat dampak negatif yang di-
timbuikan oleh kegiatan korporasi, maka tim-
bul pemikiran untuk juga mempertanggung-

jawabkan korporasi dalam perkara pidana.
Dikatakan bahwa korporasi bertanggung-
lawab atas perbuatan yang dilakukan oleh
anggotanya dalam kaitan dengan ruang ling-
kup pekerjaannya. Tentu saja pidana yang
dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya
pidana denda atau berupa tindakan yang
lain, seperti tindakan tata tertib atau tin-
dakan administratif.*!

Ada dua cara untuk dapat memidana
korporasi, yaitu: {1). Korporasi dapat dikena-
kan pidana berdasarkan asas strict fabiiity
atas kejahatan yang dilakukan oleh pega-
wainya. (2). Korporast dapat dikenakan pi-
dana berdasarkan feor identifikas). Panga-
dilan mengakul bahwa tindaken dari anggota
tertentu dari korporasi, selama tindakan itu
berkaitan dengan unssan kerporasi, dianggap
sebagal tindakan dari korporasi itu sendiri.”

Teori idantifikasi sebagaimana disabd-
kan di atas adalah salah satu teori yang
menjustifikasi partanggungjawaban korpo-
rasi dalam hukum pidana. Teoti itu menye-
butkan bahwa tindakan dan kehandak dari
direktur adalah juga menupakan tindakan dan
kehendak dari korporasi (the acts and state
of mind of the person are the acts and state
of mind of the corporation).®

Korporasi mempunyai sifat yang mandiri
dalam ha! pertanggungjawaban pidana
sehingga ia tidak dapat disamakan dengan
model pertanggungjawaban pengganti (vi-
carious liabifity). Perbedaan antara pertang-
gunglawaban korporasi (enterprise fiability)
dengan vicarious lfability bisa dilihat pada
pertimbangan pengadilan dalam memu-
tuskan kasus Tesco Supamarket Ltd ver-
sus Nattrass. Partimbangan pengadilanitu

»Sue Titus Reid. CrHiminal Law. 3rd Edition, New Jersey: Prentice Hall. him. 51.
22Pgter Seago. 1888, Criminal Law. 3rd Editlon. London: Sweet & Maxwell. iim. 143-144.
*3Richard Card. 1984. Introduction to Criminal Law. 10th Edition. London: Butterworths.

him. 123.
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dapat dikutipkan di bawah ini.

A living person as a mind which can
have knowledge or intention or be negli-
gent and he has hands to carry out his
intentions. A corporation has none of
these; it must act through living persons,
though not always one and the same
porson than the person who acts Is not
speaking or acling for the company.
There Is no guestion to the comparny
being vicarlous liability. He is not acting
as a servant, ropresentatives, agent or
delegate. He is an ambodiment of the
company, or one could say, he hears
and spekas through the persona of the
company, within the appropriate sphere,
and his mind is the mind of the com-
pany. If it is a guiity mind then that guift
is the guilt of the company®

Pertanyaan yang muncul kemudian
adalah, siapa yang dimaksud identik dengan
komorasi. Atau dengan kata lain, siapa yang
mewakili korporasi. Untuk mengetahui hal
ini bisa dilihat pendapat hakim Lord Den-
ning dalam kasus HL. Bolton Co.Ltd ver-
sus PJ.Graharm & Sons Lid berikut ini.

A company may In many ways be lik-
aned to human body. it has a brain and
nerve cantre which controls what it
does. It also has hands which hold the
tool and act in accordance with direc-
tions from the centre. Some of the
people in the company are mere ser-
vants and agent who are bothing moro
than hands to do the work and can not
be said to represent the directing mind
and will. Others are directors and man-

agers who represent the directing mind
and will of the company and control what
it doss. Tha state of mind of these man-
ager is the state of mind the company
and is treated by the law as such.®

Dari pendapat Lord Denning tersebut di
atas dapat disimpulkan bahwa direkturlah
yang identik dengan korporasi, sehingga
dikatakan bahwa tindakan dari direktur itu
juga merupakan tindakan dan korporasi, asal
safa tindakan tersebut masih dalam ruang
lingkun pekerjaannya dan demi keuntungan
korporasi. Mengenai masalah kesengajaan
dan kealpaan van Bemmelen berpendapat:

Pengstahuan bersama dari sebagian
besar anggota direksi dianggap sebagai
kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin
sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa
kesalahan ringan darl tiap orang yang ber-
tindak untuk korporasi itu, Jika dikumputkan
dapat merupakan kesalahan besar dari kor-
porasi itu sendiri.

Mengingat perkembangan tersebut,
maka pembentuk Rancangan Konsep
KUHP {Baru} menganggap petting dimuat-
nya pertanggungjawaban korporasi ini ke
dalam konsep sebagaimana dapat dilinat
pada Pasal 45 s/d 50. Untuk [ebih jelasnya
akan dikerukakan rumusan pasal-pasal
tersebut.

Pasal 45: Komporasi merupakan subjek
findak pidana

Pasal 48: Jika suatu tindak pidana di-
lakukan oleh atau untuk suatu korporasi,
maka penuntutan depat dilakukan dan
pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu
sendiri, atau kemorasi dan pengurusnya.
atau pengurusnya saja.

/bld.
bid, him.124.
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Pagal 47 Korporasi tidak dapat diper-
fanggungjawabkan datam hukum pidana
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan
atas nama atau untuk korporasi, kecuali jika
secara khusus mermang telah ditentukan
bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam
lingkungan usahanya, yang ternyata dari
anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan
lain yang berlaku sebagai demikian untuk
korporasi yang bersangkutan.

Pasal 48: Pertanggungjawaban pelak-
sana atas tindakan korporasi dibatasi se-
demikian rupa, sejauh pelaksana dalam me-
lakukan perbuatan yang dituduhkan mem-
punyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi komorasi.,

Pasal 49;

(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan
pidana, hakim secara khusus harus
mempertimbangkan apakah bagian hu-
kum lainnya telah memberikan perlin-
dungan yang lebih berguna dibanding-
kan dengan dipidananya suatu kor-
perasi.

(2} Pertimbangan itu harus dinyatakan da-
lam putusan haldm.

Pasal 50: Alasan-alasan pembenar
maupun pemaaf yang dapat diajukan oleh
orang yang berbuat atas nama Korporasi,
dapat pula diajukan oleh korporasi sepan-
jang alasan-alasan tersebut langsung berhu-
bungan dengan perbuatan yang didakwakan
pada korporasi dan karena itu tidak dapat
dicelakan pada korporasi.

Dasar Pembenar untuk Diterapkan
di Indonesia

Setelah mencermati perkembangan
sistem pertanggungjawaban pidana dan
membandingkan dengan perspektif fus
constituendum sebagaimana tertera di

dalam Rancangan Konsep KUHP (Baru),
menurut hemat penulis, tampak dengan
jelas kecenderungan untuk memperbaharui
sistem pertanggungjawaban pidana yang
dianut oleh hukum pidana sekarang ini. Per-
kembangan tersebut dilatarbelakangi oleh
perkembangan masyarakat yang sangat
pesat baik di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, maupun di bidang ekonomi dan
perdagangan. Perkembangan terssbut di-
tandai dengan kecenderungan untuk me-
netima penyimpangan atau pengecualian
asas kesalahan terhadap perbuatan-per-
buatan pidana tertentu. Jenis perbuatan pi-
dana tertentu tersebut bergantung pada
kebijakan lebih lanjut dari badan legislatif
untuk menetapkannya dalam suatu per-.
aturan perundang-undangan

Sehbungan dengan hal tersebut, perta-
nyaan yang muncu! adalah, sampai sejauh-
mana perkembangan sistem pertanggung-
Jawaban pidana itu perlu untuk diterapkan
di Indonesia? Dengan kata lain, sampai se-
jauhmana relevansinya dalam rangka pem-
baharuan hukum pidana indonesia? Untuk
menjawab partanyaan-pertanyaan itu, ada
beberapa tolok ukur yang dapat dipergu-
nakan sebagai dasar pembenar, yaitu rele-
vansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi
sosiologis, dan ralevansi filosofis.

Relevansi Teoritls

Relevansi teoritis ini parlu dikemukakan
dengan pertimbangan apakah keberiakuan
suatu kaidah hukum tidak bertentangan
dengan kecendsrungan perkembangan pe-
mikiran secara global. Relevansi teoritis ini
juga harus dikaitkan dengan jatan pikiran
iimiah kalangan akademisi hukum. Artinya,
apakeh kaidah hukum yang baru diintrodusir
itu dapat ditarima atau ditolak oleh kalangan
fimuwan hukum dengan berbagai alasan dan
argumentasi yang dikemukakan.
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Alasan dan argumentasi para ahli hu-
kum tersebut di samping didasarkan pada
pemikiran abstrak mereka juga didasarkan
pada realitas yang terjadi dalam masyarakat.
Oleh karena itu pembahasan mengenai
relevansi teoritis ini tidak dapat dilepaskan
dari realitas yang ada dalam masyarakat,
baik realitas mengenal peraturan perundang-
undangannya maupun realitas dalam pe-
negakan hukumnya melalui putusan peng-
edilan (yurisprudensi).

Diintrodusimya sistem pertanggungja-
waban yang menyimpang dari asas ke-
salahan merupakan pengaruh dari sistem
hukum common law. Sistem pertanggung-
jawaban tersebut dianut mengingat perkem-
bangan masyarakat yang sangat cepat,
baik di bidang industri, ekonomi, maupun
perdagangan. Kenyataan itu membuktikan
bahwa hukum berkembang dengan meng-
ikuti tahap-tahap perkembangan masyara-
kamya. Pendapat Henry Meine yang dikutip
oleh Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa
tahap-tahap perkembangan dari ikatan ke-
rabat yang primitif menuju negara modem

.yang bersifat teritorial. Di sini bisa dilihat
betapa hukum yang dibutuhkan oleh masya-
rakat untuk mengatur kehidupan masyara-
kat itu sendiri seyogyanya harus disesuai-
kan dengan perkembangan yang eda dalam
masyarakat.*®

Dicantumkannya panyimpangan tetha-
dep asas kesalahan ini mendapat tanggapan
pro dan kontra di kalangan para ahli hukum,
Schaftmsister menganggap bahwa penyim-
pangan itu merupakan hal yang bertentangean
dengan asas mens rea. Namun Barda Na-

wawi Arief melihatnya dari sisi lain. Menu-
rutnya, perkecualian atau penyimpangan
dati suatu asas jangan dilihat semata-mata
sobagai suatu pertentangan (coniradiction)
tetapi harus juga dilihat ssbagai pelengkap
(complement) dalam mewujudkan asas
keseimbangan, yaitu keseimbangan antara
kepentingan pribadi dengan kepentingan ms-
syarakat. Keseimbangan antara kedua ke-
pentingan itulah yang oleh beliau dinamakan
sebagal asas monodualistik.¥”

Namun terlepas dari itu semua, Barda
totap memberikan batas-batas yang harus
diperhatikan dalam menerapkan asas ke-
tiadaan kesalahan dalam pertanggungja-
waban pidana ini. Batas-batas itu adalah.®

(1) Sejauhmang akibat-akibat yang ditim-
bulkan oleh perkembangan delik-delik
haru itu mengancam kepentingan umum
yang sangat luas dan eksistensi per-
gautan hidup sebagai totalitas?

(2) Sejauhmana nilai-nilai keadilan berda-
sarkan Pancasila membenarkan asas
ketiadaan kesalahan sama sokali?

Jadi inti masalahnya menurut Barda
adalah berkisar pada sejauhmana makna
kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
itu harus dipsriuas dengan tetap memper-
timbangkan kessimbangan antara kepen-
tingan individu dengan kepentingan masya-
rakat [uas. Masalah itu jelas bukan masalah
yang mudah. Lebih jauh Barda mengingat-
kan bahwa partimbangan harys dilakukan
dengan sangat hati-hati, terleblih melakukan
pslompatan yang drastis dari konsepsi
kesalahan yang diperluats sedemikian rupa

»Satiipto Rahardjo. 1980. Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa. him. 102-103.
2Barda Nawaw! Arief. 1886, Bunga Rampal Kebljakan Hukum Pldana. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti. him, 112-113.

#Rarda Nawawi Arie! dan Muladi. 1892. Taori dan Kebljakan Pldana. Bandung: Alumni,

1992, him. 141.
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sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan
sama sekali. Hal yang terakhir ini merupa-

keadilan berdasarkan Pancasila,

Relevans! Yurldis

Suatu kaidah hukurmn dikatakan mempu-
nyai relevansi yuridis apabila didasarkan
pada hirarki norma hukum yang tingkatan-
nya lebih tinggi.® atau apabila kaidah hukum
tersebut dibentul menurut cara yang telah
ditetapkan.® Berkaitan dengan pembaha-
ruan di bidang pertanggungjawaban pidana
khususnya berkaitan dengan subjak dalik
dan penyimpangan asas kesalahan, sangat
penting untuk ditinfau dari segi relevansi
yuridis ini.

Apabila dicermati peraturan hukum
pidana di luar KUHP, terdapat beberapa pe-
nyimpangan baik dari segi subjek delik
maupun dari segi sistem pertanggung-
jawaban pidananya. Secara yuridis, penyim-
pangan separti itu dibenarkan cleh undang-
undang. Dasar hukumnya adalah Pasal 103
KUHP yang menyatakan “ketentuan-ke-
tentuan dalam Bab | sampai dengan Bab
VIl buku ini juga berlaku bagi perbuatan-
perbuatan yang oleh ketentuan parundang-
undangan lainnya diancam dengan pidana,
kecuali fika oleh undang-undang ditentukan
lain®,

Pasal 103 KUHP itu perlu dikermukakan
karena merupakan suatu dasar hukum
secara yuridis bahwa penyimpangan oleh
ketentuan undang-undang di luar KUHP di-
perkenankan selama dibutuhkan dalam
menghadapi perkembangan masyarakat

yang sangat cepat. Dari silu dapat pula di-
simpulkan bahwa pembantuk KUHP menya-
dari kesulitan secara teknis untuk mengubah
KUHP. sekaligus juga pengakuan akan ke-
tidakmampuan KUHP secara terus menerus
untuk mengikuti perkembangan masyarakat
yang sangat cepat.

D1 samping itu, dalam kenyataannya ke-
tentuan undang-undang yang menyimpang
dari KUHP tersebut telah diterima oleh
masyarakat sebagal suatu hal yang lumrah
dan seharusnya ada. Jadi, menurut hemat
penulis, pemberiakukan penytmpangan sub-
jek delik dan sistern pertanggunglawaban
pidana dalam usaha pembaharuan hukum
pidana nasional masih mempunyai relevanst
secara yuridis.

Relevans) Soslologis

Relevansi sosiologis itu dibutuhkan
untuk menilai sejauhmana penyimpangan
asas kesalahan dalam pertanggungiawaban
pidana dapat diterima oleh masyarakat.
Sshubungan dengan itu, ada dua teori yang
dikenal, yaitu teori pengakuan dan teori
kekuasaan, Kedua teori itu, sebagaimana
digunakan oleh Seerjono Soekanto dalam
menilai keberlakuan hukum adat di Indone-

sgjauhmana penyimpangan asas kesalahan
itu dapat diberlakukan atau tidak dalam

masyarakat Indonesia,

Menurut pandangan teori pertama, yakmi
teori pengakuan, berlaku tidaknya suatu
norma hukum itu ditentukan oleh sejauh-
mana masyarakat menerima dan mengakui
sebagal norma yang ditaati. Sedangkan

»Goarjono Soekanto dan Pumadi Purwacaraka. Perihal Kaidah Hufumn. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti. him. 88. Hal ini berhubungan dengan teor "stufenbau” darl Hans Kelsen.

3ibid, berhubungan dangan teori W. Zevenbergen

1Soerjono Soekanto. 1979. Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat. Jakarta:

Academika. him. 5-8.
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menurutteori kedua, yakni teori kekuasaan,
beriaku tidaknya suatu norma itu dilihat
sejauhmana norma itu diberdakukan ¢leh
suatu kekuasaan tertentu. Secara ekstram
dapat dikatakan bahwa dalam pandangan
terakhir, suatu norma hukum itu berlaku
kerena kekuatannya sendiri yang bersifat
perintah, terpisah dari pertimbangan ada
tidaknya pengakuan dari masyarakat yang
diatumya.

Dalam pandangan teori pengakuan ma-
syarakat, berlakunya suatu norma hukum
apabila norma itu diterima dan diakui oleh
warga masyarakat yang diaturnya. Bahkan,
secara ekstrem, menurut pandangan teori
itu, suatu ketentuan hukum baru boleh
dianggap sebagai hukum apabila fa diakui
secara sah oleh masyarakatnya sendiri.

Pertanggungjawaban pidana yang
menyimpang dari asas kesalehan apabila
dikaitkan dengan teori pengakuan masya-
rakat, pertama-tama dapat dilihat dari
kehidupan masyarakat pada wakiu dulu
hingga sekarang. Kehidupan pada masa
dulu tidak dapat dilepaskan dari adat isti-
adat yang pernah dipakai sebagai pedoman
dalam hitdup dan kehidupan bermasyarakat
yang leblh dikenal dengan hukum adat.

Dalam hukum adat, di samping orang
sebagai subjek hukum, juga diakuj perse-
kutuan hukum, parsekutuan famili, dan per-
sekutuan daerah. Di beberapa dagrah kepu-
lauan Indonasia sering terjadi bahwa kam-
pung sl penjahat atau kampung tempat
terjadinya suatu pembunuhan atau pencu-
rian terhadap orang asing, diwajibkan mem-
bayar denda atau kerugian kepada golongan
famili orang yang dibunuh atau yang ke-
curian, Begitu pula famili si penjahat diharus-

kan menanggung hukuman yang dijatuhkan
atas kejehatan yang dilakukan oleh salah
seorang warganya.

Pengakuan terhadap subjek hukum se-
lain crang, seperti badan hukum, perse-
kutuan, ataupun perkumpulan masyarakat
dapat dikatakan merupakan pemikiranyang
maju, mengingat yang dapat menjadi subjek
hukum itu tidak hanya manusia sebagai
pribadi {(manusia alamiah). Dengan adanya
pengakuan itu dapat dikatekan bahwa ma-
syarakat [ndonesia sudah sejak dulu me-
netima adanya subjek hiikum selain manu-
sia. Dari situ uga dapat dikatakan bahwa
parkernbangan pemikiran mengenai subjek
delik dalam hukum pidana modem sekarang
ini mempunyai relevansi secara sosiologis
dengan masyarakat Indcnesia.

Sementara itu, mengenai masalah per-
tanggungjawaban pidana, hukum pidana
adat tidak semata-mata menganut asas
kesalahan sebagal unsur yang mutiak harus
ada dalam suatu delik. Hukum pidana adat
juga menuntut seseorang urtuk bertanggung
Jawab walaupun tidak ada kesalahan sama
sekali.® Di samping itu, hukum adat juga
memberi kemungkinan untuk mempertang-
gungjawabkan crang lain atau persekutuan-
nya atas delik yang telah dilakukan oleh
anggota persekutuan tersebut. Tindakan
reaksi atau koreksi itu tidak hanya dapat
dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga
dikenakan pada kerabat atau keluarganya,
atau mungkin juga dibebanken masyarakat
yang bersangkutan untuk mengsmbalikan
keseimbangan yang terganggu.®

Sebaliknya, menurut teori kekuasaan,
beriaku tidaknya atau berpengaruh tidaknya
asas yang menyimpang dari asas kesalahan

2Dalam sistem common law dikenal dangan istilah strict labiiity:
®Dalam sistem common law dikenal dengan istilah vicarious liability.
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dalam situasi Indonesia dewasa ini sshingga
dapat dikatakan relevan untuk dijadikan
bahan bagi usaha pembentukan hukum
pidana naslonal, tetapi harus dilihat dari segi
kekuatan moral dan politik. Artinya, sejauh-
mana penyimpangan asaes kesalahan itu
didukung oleh moralitasnya ssndiri untuk
berlaku dan sejauhmana panyimpangan
asas kesalahan itu diberi kekuatan untuk
berlaku dalam masyarakat Indonasia. Ini
berarti, kemungkinan diberlakukan tidakrya
penyimpangan asas kesalahan itu di Indo-
nesia menyangkut parsoalan politik hukum
dan politik kriminal yang diterapkan di Indo-
nesia. Penyimpangan asas kesalahan itu,
dengan pembatasan-pembatasan yang ketat
dapat saja diberlakukan atau tidak diberla-
kukan di Indanesia, bergantung pada bagai-
mana sikap pembentuk undang-undang
untuk menentukannya. ¥

Melihat hukum pidana dalam perspaktit
fus constituendum, penyimpangan asas
kesalahan itu sudah diterima oleh pembentuk
Rancangan Konsep KUHP (Bar). Pertim-
bangannya adalah mengingat perkem-
bangan iimu pengetahuan dan teknolog
yang sangat cepat yang dilkuti perkembang-
an bentuk dan modus operandi kejahatan
yang semakin komplaks.

Dengan demikian, sejauh mengenai
pertimbangan-pertimbangan yang bersifat
sosiologis, baik menurut kriteria teori penga-
kuan masyarakat maupun teori kekuasaan,
dapat dikatakan bahwa penyimpangan asas
kesalahan cukup mempunyai relevansi
untuk dijadikan sebagai salah satu bahan
utama dalam rangka pembaharuan hukum
pidana nasional.

Relevansi Filosofia

Keberiakuan secara yuridis sebagai-
mana telah diuraikan di atas itu periu ditelagh
lebih jauh kesesuaiannya dengan alam
pikiran hukum dan falsatah hidup bangsa
Indonesia. Adapun tolok ukur praktis me-
ngenai filsafat hukum nasional tidak lain
adalah Pancasiia. Pancasila sebagai
ideologi negara menyatakan bahwa kelima
sila yang ada merupakan prinsip dasar serta
pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup
kenegaraannya.

Diintrodusimya penyimpangan terhadap
asas kesalahan pada dagarmnya marupakan
hal yang bertentangan dengan asas mens
rea, karena menurul asas mens rea, se-
seorang yang dituduh melgkukan perbuatan
pidana harus dibuktikan kesalahannya.
Namun, dengan perkembangan sosial-eko-
nomi masyarakat yang diikuti pula dengan
perkembangan kejahatan yang semakin
kompleks, maka pembuktian unsur ke-
salahan sangat sulit dalam praktek pene-
gakan hukumnya. Akibatnya, kepentingan
sosial dan kepentingan umum menjadi ter-
ancam.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas
terdapat tarik menarik antara kepentingan
pribadi {pelaku delik) dengan kepentingan
umum (masyarakat). Seandainya asas
kasalahan tetap dipertahankan berarti ke-
pentingan pelaku delik didahulukan, tetapi
kepentingan umum dikorbankan. Sebalik-
nya, jika penyimpangan asas kesalahan
diterapkan pada semua perbuatan pidana,
ini berarti kepentingan umum didahulukan
akan tetapi kepentingan pelaku delik dikor-

MPgrnyataan yang senada juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddigi dalarm menguiji relevansi

sosiologis tradisi pidana (slam dalam rangka pe
Asshiddiqi. Pembaharuan Hukum Pidana Indo;

19885, him. 216-217.

mbaharuan hukum pidana nasional. Lihat Jimly
nesia. Cotakan Pertama. Bandung: Angkasa,
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bankan. Oleh karena itu diambtl jalan te-
ngah, penyimpangan asas kesalahan dite-
rima, namun dibatasi hanya terhadap par-
buatan pidana tertentu yang mengatur ke-
pentingan umum atau yang sifatnya ringan
(regulatory offences, public weifare of-
fences, mala prohibita). Apabila kebijakan
seperti ini dijalankan, berarti salah satu
prinsip dasar dari Pancasila, yakni adanya
keseimbangan antara kepentingan umum
dan kepentingan pribadi (asas mono-
dualistik} telah dijalankan. Berdasarkan
argumentasi seperti itu, menurut hemat
penulis, pensrimaan terhadap asas yang
menyimpanyg dari asas kesalghan adalah
sesuai dan tidak bertentangan dengan
falsafah Pancasila. Atau dengan kata lain,
penyimpangan asas kesalahan itu mem-
punyai relevansi filosofis.

Kesimpulan

Hukum pidana Indonesia pada dasar-
nya menganut “asas kesalahan® ssbagai
asas yang fundamentai dalam memper-
tanggungjawabkan seseorang yang me-
lakukan perbuatan pidana. Namun, dalam
perjalanan sejarah dengan berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi, yang
berdampak pula pada perkembangan
kejahatan itu sendiri, asas kesalahan tidak
lagi dapat digunakan sehagai satu-satunya
asas dalam pertanggungjawaban pidana.
Untuk mengantisipasi kemajuan tersebuz,
timbul pemikiran untuk menerapkean “asas
ketiadaan kesalahan® sebagai penyim-
pangan atau pengecualian terhadap asas
kesalahan.

Berkaitan dengan adanya perkem-
bangan sistem pertanggunglawaban pidana
ini, ada empat tolok ukur untuk menilai
apakah relevan untuk diterapkan di Indone-
sia dalam rangka pembaharuan hukum pi-
dana nasicnal. Keempat tolok ukur tersehut

adalah relevansi teoritis, relevansi yuridis,
relsvansi sosiologis, dan relevansi filosofis.
Ke smpat tolok ukur ini sangat mendukung
di dalam penarimaan penyimpangan asas
kesalahan dalam pertanggungjawaban
pidana, sehingga sudah manupakan suatu
kelaziman apabila hukum pidana [ndonasia
meanerima penyimpangan asas kesalahan
itu. @
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